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FERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 3 TAHUN 2008
TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Dacrah dipandang
perlu menetapkan Peraturan Dacrah tentang Pajak Parkir .

Undang-undang Momor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Dagrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
{Berita Negara Tahun 1950} ;

Undang-undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Momor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Momor 1§ Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4048);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Perawuran  Perundang-Undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ©

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Momor 8
Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penpganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 20035 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
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Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 temtang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran MNegara
Momor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Momor
4438) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tabun 2001
tentang Pajak Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemenntahan Antara Pemerintah, Pemenmtahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
MNegara Republik Indonesin Tahun 2007 MNomor 82 Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Menetapkan

Dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH  KABUPATEN KARAWANG

TENTANG PAJAK PARKIR |

BARB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

EN

b.

n

Dacrah adalah Kabupaten Karawang :

Pemerintah Daerah adalah Bupati selaku Kepala Dacrah dan
Perangkat Dacrah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
Dagrah;

Bupati adalah Bupati Karawang ;

Wilayah Daerah acalah wilayah Kabupaten Karawang

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan dacrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku :

Pajak Parkir vang selanjutnya disebut Pajak adalah pungulan
daemuh atas Penyelenggaraan Tempat Parkir dan atau tempat
penitipan kendaraan bermotor ;

Tempat Parkir dan atau tempat penitipan kendaraan bermotor
adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh
orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan
pokok usaha maupun yang disediakan sebogai suatn usaha
pokok, termasuk penyedisan tempat penitipan  kendaraan
bermotor yang memungut bayaran ;
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(n

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang olch Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan fatau pembayaran pajak, Objek
Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban
menurul ketenfuan Peraturan  Perundang-undangan perpajakan
daerah ;

Surat Setoran Pajak Daerah vang selanjuinyva dizingkat SSPD
adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala
Draerah ;

Surat Ketetapan Pajak Dacrah vang dapat disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak ;

Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat
disingkat SKPDEB adalah surat  ketetapan pajak  vang
menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi
administrasi dan jumlah vang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan vang
dapat disingkat SKPDKBT adalsh surat ketetapan pajak vang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumilah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang meneniukan jumlah
pokok pajak sama besamva dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

Sural Tagihan Pajak Daerah yang selanjulnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan'atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

Kas Daerah adalah Kas Dacrah Kabupaten Karawang;

Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karawang,

BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak  atas  setiap
penyelenggaraan tempai parkir di lvar badan jalan yang
disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai
suaty usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaran bermotor;




(2)

3)

(1)

2)

(1)

(2)

Ohyek Pajak Parkir terdiri dari :

8.  Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang
disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai usaha pokok ;

b.  Penyediaan tempat penitipan kendaman bermotor dan
garasi kendaraan bermotor yang memungut bayvaran,

Tidak termasuk obvek pajak sehagaimana dimaksud dalam ayat

(2) pasal ini, adalah ;

a.  Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemeriniah dan
Pemerintah Daerah ;

b.  Penyelenggaraan parkir oleh Kedutaan, Konsulat,
Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-
Lembaga Internasional dengan asas timbal balik ;

¢.  Penyelenggaraan tempat parkir olch pihak perusshasn yang
diperuntukan bagi karyawan dan tidak dipungut bayaran ;

d.  Penyelenggaraan tempat parkir pada sarana sosial tertentu.

Pasal 3

Subyeck Pajak Parkir adalah orang pribadi ataw badan yang
melakukan pembayaran atas tempat parkir dan atan tempat
penitipan kendaraan bermotor §

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atu badan vang

menyelenggarakan tempat parkir dan atau tempat penitipan
kendaraan bermotor.

BAB 111
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran vang
seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir ;

Besarmya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Pasal 5

Tarif Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan
Brito pengelolaan pajak parkir.




BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6
Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan | (satu)
halan takwin.

Pasal &

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan

tempat parkir.

Pasal 9

(1} Setiap wajib pajak yang menyelenggarakan tempat parkir wajib
mengisi SPTPD ;

(2) SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap sérta ditandatangani oleh wajib pajak
atau kuasanva ;

(3) Dafiar jumlah pungutan parkir merupakan SPTPD ;

{4} SPTPD yang dimaksud ayat (1) pasal ini, hares disampaikan
kepada instansi pengelola sclambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari setelah berakhimya masa pajak ;

(3} Benwk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan olch

Bupati.
BAE VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

(1) Berdasarkan SPTPD schagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat
(1), Bupati melalui Pejabat menetapkan pajak terutang dengan
menerbitkan SKPD ;

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga 2% {dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan
STPD.



